












































Lampiran 5

Form 3.a

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun Penilaian : 2025

Periode yang dinilai : 2025

Urusan Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode 

Risiko

a c d e f g h i j k

1.

Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik (Zero Conflict)

1. Persentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan di masyarakat

Jumlah Dokumen perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan 

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, 

Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Ideologi Pancasila belum sepenuhnya dijadikan 

pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara (berdasarkan hasil 

survey nilai-nilai kebangsaan oleh BPS 2015 : 24 

dari setiap 100 orang tak hafal sila-sila Pancasila)

RSP.23.40.04.01 Kabid Ideologi, 

Wawasan 

Kebangsaan dan 

Karakter Bangsa

Ideologi bangsa tidak mengakar kedalam hati 

dan kehidupan masyarakat yang diiringi 

dengan fenomena munculnya ideologi ideologi 

yang bertentangan dengan pancasila

Kabid Ideologi, 

Wawasan 

Kebangsaan dan 

Karakter Bangsa

C Penyebaran ajaran ideologi non Pancasila yang 

bersifat radikal (agama) dan cenderung 

berorientasi pada aktivitas terorisme yang 

semakin masif berkembang dalam masyarakat

Kepala Daerah, OPD Terkait dan 

Masyarakat

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik

Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan 

bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik

Regulasi di bidang politik yang selalu dinamis RSP.23.40.04.02 Kabid Politik Dalam 

Negeri

Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan 

politik rakyat untuk membangun etika dan 

moral politik serta kedewasaan perilaku 

berdemokrasi sehingga pelaksanaan pilkada 

langsung yang memberi peluang menguatnya 

politik yang tidak sehat dalam kancah politik di 

daerah

Kabid Politik Dalam 

Negeri

C Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera 

Selatan tahun 2017 menurun

Kepala Daerah, OPD Terkait, partai 

politik dan Masyarakat

3. Persentase Masyarakat yang Bermitra dengan Pemerintah

Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan 

bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Peran dan fungsi ORMAS belum optimal/efektif RSP.23.40.04.03 Kabid Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Agama 

dan Organisasi 

Kemasyarakatan

Adanya kepengurusan ganda dalam satu 

organisasi kemasyarakatan

Kabid Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Agama dan 

Organisasi 

Kemasyarakatan

C - Legalitas ORMAS meragukan (abal-abal).                                                                    

- Pengurus ORMAS belum atau kurang dan 

bahkan tidak memahami regulasi tentang 

Keormasan.                                            - Peran 

dan fungsi ORMAS menyimpang

Kepala Daerah, OPD Terkait dan 

Masyarakat

2. Perumusan kebijakan teknis dan 

pemantapan pelaksanaan bidang 

pendidikan politik, etika, budaya 

politik, peningkatan demokrasi, 

fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 

perwakilan dan partai politik, 

pemilihan umum/pemilihan umum 

kepala daerah, serta pemantauan 

situasi politik

3. Program Pemberdayaan dan 

Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan

3. Perumusan kebijakan teknis dan 

pemantapan pelaksanaan bidang 

pemberdayaan dan pengawasan 

organisasi kemasyarakatan

Sasaran : Maju Stabilitas Keamanan, 

Ketertiban dan Kehidupan Beragama 

(Mewujudkan Kestabilan Keamanan, 

Ketertiban dan Kehidupan Beragama 

yang Berkualitas)

1. Program Penguatan Ideologi 

Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan 

Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ideologi 

Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Misi ke V : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan Budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui 

kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

2. Program Peningkatan Partai Politik 

dan Lembaga Pendidikan melalui 

Pendidikan Politik dan 

Pengembangan Etika serta Budaya 

Politik

Tujuan Strategis : Terwujudnya 

Kertas Kerja

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

No Indikator Kinerja

Risiko Sebab

C/UC

Dampak

Tujuan/Sasaran Strategis/Program
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena

b

1.



Kode 

Risiko

a c d e f g h i j k

No Indikator Kinerja

Risiko Sebab

C/UC

Dampak

Tujuan/Sasaran Strategis/Program
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena

b

4. Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya

Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan 

bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya

Dekadensi/Kemerosotan moralitas RSP.23.40.04.04 Kabid Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Agama 

dan Organisasi 

Kemasyarakatan

Belum mantapnya ketahanan ekonomi, 

budaya, dan kerukunan umat beragama 

dalam mengahadapi globalisasi

Kabid Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Agama dan 

Organisasi 

Kemasyarakatan

C - Pengguna dan pengedar narkoba semakin 

meluas.                        - Tindak kriminalitas 

masih tinggi.                                                          

- Pornografi dan porno aksi semakin permisif 

dan masif.                                          - 

Peredaran dan pengguna miras semakin 

dianggap biasa.                                                    

- Maraknya hoax

Kepala Daerah, OPD Terkait dan 

Masyarakat

5. Persentase Penurunan kasus yang berpotensi Konflik Sosial

Jumlah dokumen perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan 

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Adanya potensi konflik Sosial di Sumsel RSP.23.40.04.05 Kabid 

Kewaspadaan 

Nasional dan 

Penanganan 

Konflik

Masih rendahnya kemampuan aparatur dalam 

mengantisipasi dan mendeteksi secara dini 

berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat 

menganggu tatanan hidup bermasyarakat dan 

berbangsa

Kabid Kewaspadaan 

Nasional dan 

Penanganan Konflik

C - Jumlah masyarakat miskin masih relatif tinggi 

(13%)             - Menguatnya identitas sosial berbasis 

primordial (SARA).

Kepala Daerah, OPD terkait dan 

Masyarakat

Keterangan: 

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko 

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko  bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

4. Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya

5. Program Peningkatan 

Kewaspadaan Nasional dan 

Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik Sosial 

5. Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pelaksanaan Pemantapan 

Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik Sosial

4. Program Pembinaan dan 

Pengembangan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko  bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

NIP. 19691106 199303 1 002

Palembang,          Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sumatera Selatan,

DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I

Pembina Utama Madya / IV.d



Lampiran 5

Form 3.b

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun Penilaian : 2025

Periode yang dinilai : 2025

Tujuan Strategis : Terwujudnya Masyarakat Madani

Urusan Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode 

Risiko

a c d e f g h i j k

1.
Persentase Kabupaten/Kota 

Tanpa Konflik (Zero Conflict)

1. Persentase Pemahaman 

Wawasan Kebangsaan di 

masyarakat

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan 

Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ideologi 

Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan

Jumlah Dokumen perumusan 

Kebijakan Teknis di Bidang 

Ideologi Wawasan 

Kebangsaan, Bela Negara, 

Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bhineka Tunggal 

Ika dan Sejarah Kebangsaan

Ideologi Pancasila belum 

sepenuhnya dijadikan pedoman 

dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara 

(berdasarkan hasil survey nilai-nilai 

kebangsaan oleh BPS 2015 : 24 

dari setiap 100 orang tak hafal sila-

sila Pancasila)

RSO.23.

40.04.01

Kabid 

Ideologi, 

Wawasan 

Kebangsaan 

dan 

Karakter 

Bangsa

Ideologi bangsa tidak mengakar 

kedalam hati dan kehidupan 

masyarakat yang diiringi dengan 

fenomena munculnya ideologi 

ideologi yang bertentangan dengan 

pancasila

Kabid Ideologi, 

Wawasan 

Kebangsaan dan 

Karakter Bangsa

C Penyebaran ajaran ideologi 

non Pancasila yang bersifat 

radikal (agama) dan 

cenderung berorientasi pada 

aktivitas terorisme yang 

semakin masif berkembang 

dalam masyarakat

Kepala Daerah, OPD 

Terkait dan 

Masyarakat

2. Partisipasi Masyarakat 

Dalam Berpolitik

2. Perumusan kebijakan teknis dan 

pemantapan pelaksanaan bidang 

pendidikan politik, etika, budaya 

politik, peningkatan demokrasi, 

fasilitasi kelembagaan 

pemerintahan, perwakilan dan 

partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan umum kepala 

daerah, serta pemantauan situasi 

politik

Jumlah dokumen perumusan 

kebijakan teknis dan 

pemantapan pelaksanaan 

bidang pendidikan politik, 

etika, budaya politik, 

peningkatan demokrasi, 

fasilitasi kelembagaan 

pemerintahan, perwakilan dan 

partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan umum kepala 

daerah, serta pemantauan 

situasi politik

Regulasi di bidang politik yang 

selalu dinamis

RSO.23.

40.04.02

Kabid Politik 

Dalam 

Negeri

Belum Optimalnya pelaksanaan 

pendidikan politik rakyat untuk 

membangun etika dan moral politik 

serta kedewasaan perilaku 

berdemokrasi sehingga 

pelaksanaan pilkada langsung 

yang memberi peluang 

menguatnya politik yang tidak 

sehat dalam kancah politik di 

daerah

Kabid Politik 

Dalam Negeri

C Indeks Demokrasi Indonesia 

di Sumatera Selatan tahun 

2017 menurun

Kepala Daerah, OPD 

Terkait, partai politik 

dan Masyarakat

3. Persentase Masyarakat 

yang Bermitra dengan 

Pemerintah

3. Perumusan kebijakan teknis dan 

pemantapan pelaksanaan bidang 

pemberdayaan dan pengawasan 

organisasi kemasyarakatan

Jumlah dokumen perumusan 

kebijakan teknis dan 

pemantapan pelaksanaan 

bidang pemberdayaan dan 

pengawasan organisasi 

kemasyarakatan

Peran dan fungsi ORMAS belum

optimal/efektif

RSO.23.

40.04.03

Kabid 

Ketahanan 

Ekonomi, 

Sosial, 

Budaya, 

Agama dan 

Organisasi 

Kemasyarak

atan

Adanya kepengurusan ganda 

dalam satu organisasi 

kemasyarakatan

Kabid Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Agama 

dan Organisasi 

Kemasyarakatan

C - Legalitas ORMAS 

meragukan (abal-abal).                  

- Pengurus ORMAS belum 

atau kurang dan bahkan 

tidak memahami regulasi 

tentang Keormasan.                                            

- Peran dan fungsi ORMAS 

menyimpang

Kepala Daerah, OPD 

Terkait dan 

Masyarakat

4. Persentase Pembinaan 

dan Pengembangan 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

dan Budaya

b

Tujuan Strategis : Terwujudnya 

Masyarakat Madani

Sasaran : Maju Stabilitas Keamanan, 

Ketertiban dan Kehidupan Beragama 

(Mewujudkan Kestabilan Keamanan, 

Ketertiban dan Kehidupan Beragama 

yang Berkualitas)

1. Program Penguatan Ideologi 

Pancasila Dan Karakter 

Kebangsaan

2. Program Peningkatan Partai 

Politik dan Lembaga Pendidikan 

Sumber Uraian Pihak yang Terkena

3. Program Pemberdayaan dan 

Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan

4. Program Pembinaan dan 

Pengembangan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kertas Kerja

Identifikasi Risiko Strategis OPD

No Indikator Kinerja

Risiko Sebab

C/UC

Dampak

Tujuan/Sasaran Strategis
Uraian Pemilik Uraian



Kode 

Risiko

a c d e f g h i j kb

Sumber Uraian Pihak yang Terkena
No Indikator Kinerja

Risiko Sebab

C/UC

Dampak

Tujuan/Sasaran Strategis
Uraian Pemilik Uraian

4. Perumusan Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan Pelaksanaan 

Bidang Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya

Jumlah dokumen perumusan 

kebijakan teknis dan 

pemantapan pelaksanaan 

bidang Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya

Dekadensi/Kemerosotan moralitas RSO.23.

40.04.04

Kabid 

Ketahanan 

Ekonomi, 

Sosial, 

Budaya, 

Agama dan 

Organisasi 

Kemasyarak

atan

Belum mantapnya ketahanan 

ekonomi, budaya, dan kerukunan 

umat beragama dalam 

mengahadapi globalisasi

Kabid Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Agama 

dan Organisasi 

Kemasyarakatan

C - Pengguna dan pengedar 

narkoba semakin meluas.                        

- Tindak kriminalitas masih 

tinggi.                                                          

- Pornografi dan porno aksi 

semakin permisif dan masif.                                          

- Peredaran dan pengguna 

miras semakin dianggap 

biasa.                                                    

- Maraknya hoax

Kepala Daerah, OPD 

Terkait dan 

Masyarakat

5. Persentase Penurunan 

kasus yang berpotensi 

Konflik Sosial

5. Perumusan Kebijakan Teknis 

dan Pelaksanaan Pemantapan 

Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik Sosial

Jumlah dokumen perumusan 

kebijakan Teknis dan 

Pelaksanaan Pemantapan 

Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik Sosial

Adanya potensi konflik Sosial di 

Sumsel

RSO.23.

40.04.05

Kabid 

Kewaspada

an Nasional 

dan 

Penanganan 

Konflik

Masih rendahnya kemampuan 

aparatur dalam mengantisipasi dan 

mendeteksi secara dini berbagai 

gejolak sosial dan politik yang 

dapat menganggu tatanan hidup 

bermasyarakat dan berbangsa

Kabid 

Kewaspadaan 

Nasional dan 

Penanganan 

Konflik

C - Jumlah masyarakat miskin 

masih relatif tinggi (13%)             

- Menguatnya identitas sosial 

berbasis primordial (SARA).

Kepala Daerah, OPD 

terkait dan 

Masyarakat

5. Program Peningkatan 

Kewaspadaan Nasional dan 

Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi 

Provinsi Sumatera Selatan,

DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I

Pembina Utama Madya / IV.d

NIP. 19691106 199303 1 002

Palembang,          Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Form 3.c

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun Penilaian : 2025

Periode yang dinilai : 2025

Tujuan Strategis : Terwujudnya Masyarakat Madani

Sasaran strategis OPD : Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketertiban, dan Kehidupan Beragama

Urusan Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode 

Risiko

a c d e f g h i j k l

 1.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi 

Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Pelaksanaan Salah dalam penulisan dokumen 

pelaksanaan anggaran di bidang 

ideologi Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan

21.40.02.01 Kepala Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

Pembuatan Dokumen tidak 

sesuai prosedur

Internal C Tidak tercapainya target 

dokumen kegiatan

Kepala Daerah, OPD 

terkait dan Masyarakat

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi 

Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 

Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka 

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 

Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika 

dan Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Kelompok kerja yang diarahkan untuk 

pengembangan cara pandang 

masyarakat tentang diri dan 

lingkungannya

Kepala Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

Pelaksanaan Pendidikan 

Wawasan Kebangsaan yang 

indoktrinasi dan belum sesuai 

dengan kearifan lokal

Internal C Berkurangnya Pengamalan nilai 

nilai kebangsaan

Kepala Daerah, OPD 

terkait dan Masyarakat

 1.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi 

Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 

Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka 

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 

Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, 

Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal 

Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Terlambatnya penyusunan dokumen 

kegiatan bidang ideologi pancasila

ROO.23.40.04.01 Kepala Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

Kompetensi SDM yang 

rendah

Internal C Turunnya Integritas SDM dalam 

hal bela negara pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik 

Prov. Sumsel

Kepala Daerah, OPD 

terkait dan Masyarakat

 2.1 Terlambatnya pengumpulan dokumen 

pelaksanaan anggaran 

Kepala Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

2.1.1 Pelaksanaan Terlambatnya proses pencairan Hibah 

Bantuan Keuangan kepada Partai politik

ROO.23.40.04.02 Kepala Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

- Partai Politik berpotensi 

terlambat mengajukan usulan 

pencairan Hibah bantuan 

Keuangan

Internal C - Telat Realisasi Fisik dan 

Keuangan

Kepala Daerah, SKPD 

terkait, Partai Politik 

dan Masyarakat

- Tertib Administrasi 

pertanggungjawaban Hibah 

Bantuan Keuangan 

berpotensi tidak sesuai 

dengan perundang-undangan 

yang berlaku

- Akan menjadi temuan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK)

3.1 Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan 

pemantapan pelaksanaan bidang 

pemberdayaan dan pengawasan organisasi 

kemasyarakatan

Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan 

bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Pelaksanaan Kinerja ORMAS / LSM masih perlu 

ditingkatkan untuk Menopang 

Pembangunan

21.40.02.03 Kepala Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

Kurangnya Kontribusi Ormas 

dalam Pembangunan

Internal C - Legalitas ORMAS meragukan 

(abal-abal).                                      

- Pengurus ORMAS belum atau 

kurang dan bahkan tidak 

memahami regulasi tentang 

Keormasan.                                            

- Peran dan fungsi ORMAS 

menyimpang

Kepala Daerah, OPD 

terkait dan Masyarakat

3.1.1 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 

Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 

Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, 

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran 

Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, 

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pelaksanaan Terjadinya Perubahan regulasi ROO.23.40.04.03 Kepala Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

belum optimalnya Kualitas 

Ormas yang berkinerja

Internal C Ormas belum dapat terpenuhi 

Pelayanan dan fasilitas dari 

pemerintah daerah sebagai 

keanggotaannya 

Kepala Daerah, OPD 

terkait dan Masyarakat

4.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 

Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik Sosial

Jumlah dokumen perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 

Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Pelaksanaan Masih rendahnya tingkat pemahaman 

Aparatur dan masyarakat tentang 

pentingnya kondusifitas di daerah dalam 

menunjang pembangunan nasional

21.40.02.05 Kepala Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

Kualifikasi sumber daya 

manusia belum sesuai 

dengan bidang keahlian 

sehingga belum memadai 

untuk pelaksanaan tupoksi, 

Pendidikan dan pelatihan 

subtantif Kesbangpol belum 

optimal

Internal C Menguatnya identitas sosial 

berbasis primordial (SARA).

Kepala Daerah, OPD 

terkait dan Masyarakat

4.1.1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di 

Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, 

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing 

dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan 

Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di 

Daerah Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik 

di Daerah

Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, 

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, 

Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,

Pelaksanaan Pengaruh negatif globalisasi yang 

secara tidak langsung telah 

mempengaruhi pola perilaku dan sikap 

kepedulian pada proses demokratisasi 

di daerah

ROO.23.40.04.04 Kepala Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik

Kurangnya pemahaman 

masyarakat  terhadap saling 

menghargai dan 

menghormati berlatar 

belakang lemahnya informasi 

yang ada serta pengaruh 

SARA

Internal C Konflik sosial antar masyarakat Kepala Daerah, OPD 

terkait dan Masyarakat

Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan 

dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta 

Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Kertas Kerja

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Resiko Sebab*) Dampak**)

No Indikator Keluaran
Pemilik Uraian Sumber

C/UC
Pihak yang TerkenaUraian

  1 

NIP. 19691106 199303 1 002

Pembina Utama Madya / IV.d

Kepala Daerah, OPD 

terkait dan Masyarakat

- Masih rendahnya tingkat 

partisipasi politik masyarakat 

dibanding nasional                           

CInternal

Palembang,          Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sumatera Selatan,

DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter 

Kurangnya Pemahaman 

Masyarakat terhadap Politik

b

Kegiatan/Sub Kegiatan
Tahap Uraian

21.40.02.02Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan 

pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan 

politik, etika, budaya politik, peningkatan 

Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan 

bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, 

fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

Pelaksanaan

4 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan 

  2 

3 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan 

Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga 

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di 

Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di 

Daerah



Lampiran 5

Form 4

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun Penilaian : 2025

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik

Skala 

Dampak*)

Skala Kemungkinan 

*)

Skala 

Risiko

a b c d e f=dxe

I Risiko Strategis

1 Ideologi Pancasila belum sepenuhnya dijadikan

pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara
RSP.23.40.04.01

3 3 9

2 Regulasi di bidang politik yang selalu dinamis RSP.23.40.04.02 3 4 12

3 Peran dan fungsi ORMAS belum optimal/efektif RSP.23.40.04.03 4 3 12

4 Dekadensi/Kemerosotan moralitas RSP.23.40.04.04 3 2 6

5 Adanya potensi konflik Sosial di Sumatera Selatan RSP.23.40.04.05 4 2 8

II Risiko Strategis OPD

1 Adanya Gangguan Politik menjelang Pilkada serentak 

tahun 2024

RSO.23.40.04.01 3 4 12

2 Adanya Peran Gangguan ORMAS yang tidak 

terkendali di Masyarakat

RSO.23.40.04.02 3 3 9

III Risiko Operasional OPD

1 Terlambatnya penyusunan dokumen kegiatan bidang 

ideologi pancasila

ROO.23.40.04.01 3 3 9

2 Belum Optimalnya usulan pencairan Hibah Bantuan 

Keuangan kepada Partai politik

ROO.23.40.04.02 3 4 12

3 Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak 

langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap 

kepedulian pada proses demokratisasi di daerah

ROO.23.40.04.03 3 3 9

 Kertas Kerja

Hasil Analisis Risiko 

: Terwujudnya Masyarakat Madani

Pembina Utama Madya / IV.d

NIP. 19691106 199303 1 002

No. “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko

Analisis Risiko

Palembang,       Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sumatera Selatan,

DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I



Lampiran 5

Form 5

: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

: 2025

: Kesatuan Bangsa dan Politik

No Risiko Prioritas Kode Risiko Skala 

Risiko

Pemilik  Risiko Penyebab Dampak

a b c d e f g

II Risiko Strategis OPD

1 Adanya Gangguan Politik menjelang Pilkada serentak tahun 

2024

RSO.23.40.04.01 12 Kepala Badan 

Kesatuan Bangsa 

dan Politik

Kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap politik di dalam berdemokrasi 

Rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam berpolitik 

III Risiko Operasional OPD

- Telat Realisasi Fisik dan 

Keuangan

- Akan menjadi temuan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kertas Kerja

Daftar Risiko Prioritas 

Nama Pemda 

Tahun Penilaian 

Tujuan Strategis : Terwujudnya Masyarakat Madani

Urusan Pemerintahan

Belum Optimalnya usulan pencairan Hibah Bantuan Keuangan 

kepada Partai politik

1 ROO.23.40.04.02 12 Kepala Badan 

Kesatuan Bangsa 

dan Politik

Kurangnya Pemahaman Masyarakat 

terhadap Politik

Palembang,         Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sumatera Selatan,

DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I

Pembina Utama Madya / IV.d

NIP. 19691106 199303 1 002



Lampiran 5

Form 6

No. Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai Rencana Tindak Pengendalian  Lingkungan Pengendalian Penanggung jawab Target Waktu Penyelesaian Realisasi Penyelesaian

a b c d e f

1. Penegakan integritas dan nilai etika Hasil penilaian kondisi lingkungan pengendalian melalui pengisian 

Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE). Melalui penilaian 

ini diharapkan dapat ditemukan celah atau kekurangan pengendalian 

yang ada/terpasang, serta merancang rencana tindak perbaikan 

pengendalian intern yang lebih baik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TW 1 dan II

-

2. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan 

gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk 

mengendalikan risiko pada kegiatan utama Badan Kesbangpol Prov. 

Sumsel

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TW 1 dan II

-

3. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat 

tentang pembinaan sumber daya manusia

Teknis penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Badan 

Kesbangpol Prov. Sumsel

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TW 1 dan II
-

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian

( RTP atas CEE)

Nama Pemerintah Daerah    :  Pemerintah Prov. Sumsel

Tahun Penilaian                   :  2025

Pembina Utama Madya / IV.d

NIP. 19691106 199303 1 002

Palembang,          Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sumatera Selatan,

DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I



Lampiran 5

Form 7

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun Penilaian : 2025

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik

a b c d e f g h

I Risiko Strategis

1 Regulasi di bidang politik yang selalu dinamis RSP.23.40.04.02 Menyelenggarakan pertemuan berkala per triwulan, semester untuk 

berdiskusi dan memantau perkembangan guna mendorong 

terlaksananya rencana pembangunan politik

- Prosedur pengendalian sudah dilaksanakan                   

- Data dan/atau dokumen sudah akurat                           

- koordinasi telah dilakukan dengan instansi 

terkait

Peningkatan koordinasi antara Penyelenggara Pemilu, 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dinamika 

politik nasional

Kepala Daerah TW III, IV tahun 2024

2 Peran dan fungsi ORMAS belum optimal/efektif RSP.23.40.04.03 - Penanganan/penyelesaian dampak-dampak sosial yang 

diakibatkan oleh aktivitas ekonomi                                                                                      

- Sosialisasi Peraturan tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk 

meningkatkan pemahaman mengenai peraturan tentang Orkemas

- Prosedur pendaftaran Ormas sesuai aturan 

yang berlaku                                      - 

Pemberlakuan Surat tanda lapor 

- Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                 

- Pembinaan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM), dan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) 

Kepala Daerah TW III, IV tahun 2024

II Risiko Strategis Kesatuan Bangsa dan Politik

1 Terganggunya Politik Dalam Negeri RSO.23.40.04.01 Dukungan instansi terkait yang mempermudah penyelenggaraan 

pemilu 

- Pemantauan telah dilaksanakan untuk 

memastikan pengendalian intern dan ekstern, 

sehingga dapat menentukan kualitas kinerja 

pengendalian intern dari suatu organisasi 

partai politik dan masyarakat                                     

- Koordinasi telah dilakukan dengan instansi 

terkait

- Pemberian penyuluhan dan pendidikan politik terhadap 

kader partai politik dan masyarakat                                                                     

- Melakukan kegiatan konseling atau penanaman nilai-

nilai agama                                                                                                 

- Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

TW III, IV tahun 2024

III Risiko Operasional Kesatuan Bangsa dan Politik

1 Belum Optimalnya Regulasi Bantuan Keuangan Partai 

politik

ROO.23.40.04.0

2

- Pemberian penyuluhan dan pendidikan politik terhadap kader 

partai politik dan masyarakat                                                                                          

- Melakukan kegiatan konseling atau penanaman nilai-nilai agama                                                     

- Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik

Forum Group Discussion (FGD) Penguatan 

Budaya Etika Politik Masyarakat                                            

- Pemantauan Penanganan Dampak Politik 

Pemilu/Pilkada                                                          - 

Monitoring Partisipasi Pemilih Pemula Dalam 

Berdemokrasi yang Beretika dan Berbudaya Politik

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

TW III, IV tahun 2024

Palembang,          Februari  2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sumatera Selatan,

DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I

NIP. 19691106 199303 1 002

Pembina Utama Madya / IV.d

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) 

: Terwujudnya Masyarakat Madani

Rencana Tindak Pengendalian Pemilik/ Penangungg Jawab Target Waktu PenyelesaianNo Risiko Prioritas Kode Risiko Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) Celah Pengendalian



Lampiran 5
Form 8

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun Penilaian : 2025

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik

No Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Media/Bentuk Sarana 

Pengkomunikasian
Penyedia Informasi Penerima Informasi Rencana Waktu Pelaksanaan Realisasi Waktu Pelaksanaan Keterangan 

a b c d e f g h

1 Peningkatan koordinasi antara Penyelenggara Pemilu, 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dinamika 

politik nasional

Rapat zoom dan 

Sosialisasi

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

OPD Terkait dan 

Masyarakat

TW II, III Dalam pelaksanaan koordinasi 

meningkatkan kualitas komunikasi dan 

kapasitas kontrol politik masyarakat

2 Pemberian penyuluhan dan pendidikan politik terhadap 

kader partai politik dan masyarakat

Sosialisasi dan pelatihan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

OPD Terkait dan 

Masyarakat

TW II, III Dalam Pemberian sosialisasi dan 

pelatihan pemahaman masyarakat 

terkait politik yang demokratis

3 Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik Rapat zoom dan 

Sosialisasi

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

OPD Terkait dan 

Masyarakat

TW II, III memfasilitasi peningkatan partisipasi 

perempuan

4 Pemantauan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Rapat zoom dan 

Sosialisasi

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

OPD Terkait dan 

Masyarakat

TW II, III Dalam pelaksanaan pemantuan politik 

dampak pemilu/pilkada

5 Monitoring Partisipasi Pemilih Pemula Dalam 

Berdemokrasi yang Beretika dan Berbudaya Politik

Rapat zoom dan 

Sosialisasi

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

OPD Terkait dan 

Masyarakat

TW II, III Masih melakukan pembinaan terhadap 

pemilih pemula dalam beretika dan 

berbudaya politik

6 Cipta Kondisi kondusifitas wilayah Sosialisasi  Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

OPD Terkait dan 

Masyarakat

TW II, III telah dilaksanakan bersama instansi 

terkait dalam hal sosialisasi menjaga 

cipta kondusif di kab/kota

Kolom  a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi  dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi  dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi  dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi  dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

Keterangan

DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

: Terwujudnya Masyarakat Madani

Palembang,       Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pembina Utama Madya / IV.d

NIP. 19691106 199303 1 002

Provinsi Sumatera Selatan,



Lampiran 5

Form 9

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun Penilaian : 2025

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik

No Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Bentuk/Metode Pemantauan yang 

Diperlukan

Penanggung Jawab 

Pemantauan

Rencana Waktu Pelaksanaan 

Pemantauan
Realisasi Waktu Pelaksanaan Keterangan

a b c d e f g

1 Peningkatan koordinasi antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah terkait dinamika politik nasional

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik

TW II, III koordinasi dalam pelaksanaan

2 Pemberian penyuluhan dan pendidikan politik terhadap kader 

partai politik dan masyarakat

Laporan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik

TW II, III mensosialisasikan dalam 

pemberian

3 Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik

TW II, III memfasilitasi dalam pelaksanaan

4 Pemantauan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Pemantauan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik

TW II, III pemantauan dalam pelaksanaan

5 Monitoring Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Berdemokrasi yang 

Beretika dan Berbudaya Politik

Pembinaan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik

TW II, III pembinaan dalam pelaksanaan

6 Cipta Kondisi kondusifitas wilayah Laporan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik

TW II, III mensosialisasikan telah dilakukan

Kolom  a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi  dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi  dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi  dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

Palembang,        Februari  2025

NIP. 19691106 199303 1 002

Pembina Utama Madya / IV.d

DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I

Provinsi Sumatera Selatan,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA DAN REALISASI  PEMANTAUAN  ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

: Terwujudnya Masyarakat Madani

Keterangan



Lampiran 5
Form 10

Nama Peserta : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Penilaian : 2025
Tujuan Strategis : Terwujudnya Masyarakat Madani
Urusan Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik

Tanggal Terjadi Sebab Dampak

I Risiko Strategis Pemda

1 Regulasi di bidang politik yang selalu dinamis RSP.23.40.04.02 Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Peningkatan koordinasi antara Penyelenggara 
Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
terkait dinamika politik nasional

TW II, III Telah dilaksanakan 
dan ditindaklanjuti

2 Peran dan fungsi ORMAS belum optimal/efektif RSP.23.40.04.03 Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi - Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan 
Budaya     

TW II, III Telah dilaksanakan 
dan ditindaklanjuti

- Pembinaan Terhadap Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), dan Organisasi 
Kemasyarakatan (ORMAS)

II Risiko Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 Terganggunya Politik Dalam Negeri RSO.23.40.04.01 Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi - Pemberian penyuluhan dan pendidikan politik 
terhadap kader partai politik dan masyarakat 

TW 1,II Telah dilaksanakan 
dan ditindaklanjuti

- Melakukan kegiatan konseling atau penanaman 
nilai-nilai agama

- Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik

III Risiko Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 Masih rendahnya Pemahaman Masyarakat dalam Menjaga 
Kesatuan Bangsa dan Politik

ROO.23.40.04.02 Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi - Pemantauan Penanganan Dampak Politik 
Pemilu/Pilkada

TW I,II,III  Telah dilaksanakan 
dan ditindaklanjuti

- Monitoring Partisipasi Pemilih Pemula Dalam 
Berdemokrasi yang Beretika dan Berbudaya 
Politik

2 Kinerja ORMAS / LSM masih perlu ditingkatkan untuk 
Menopang Pembangunan

ROO.23.40.04.03 Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Pembinaan Terhadap Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), dan Organisasi 
Kemasyarakatan (ORMAS) 

TW 1,II, III, Telah dilaksanakan 
dan ditindaklanjuti

3 Masih rendahnya tingkat pemahaman Aparatur dan 
masyarakat tentang pentingnya kondusifitas di daerah dalam 
menunjang pembangunan nasional

ROO.23.40.04.05 Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi - Rakor fasilitasi FORKOPIMDA Provinsi & 
FORKOPIMDA Kab/Kota  

TW 1,II,III Telah dilaksanakan 
dan ditindaklanjuti

- Cipta Kondisi kondusifitas wilayah

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

No "Risiko" yang teridentifikasi Kode Risiko
Kejadian Risiko

Keterangan RTP Rencana Pelaksanaan RTP Realisasi Pelaksanaan RTP Keterangan

Palembang,        Desember 2025 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Sumatera Selatan, 
 
 
 
 
 
                   DR. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I 
                   Pembina Utama Madya / IV.d 
                   NIP. 19691106 199303 1 002 
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